
LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

"___—,,,' tomor ¢ 5 Tahun 1992 3 Serie ¢t D 3 Nomor : 5

W

PERATURAN DAERAII KABUPATEN DAERAN TINGKAT II MAGELANG d

NOMOR 1 TAHUN . 1992 .

TENTADNG

PERUBAIIAN KEDUA PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAII TINGKAT® II MAGELAIG

NOMOR 7 TAIIUN 1985 TENTANG KARTU KELUARC:

KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAIIAI DAL Z

RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDIDUZ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH - TINC-IQ\'T‘ II MAGELANG

i
e'uizba.n : a. bahwa untuk melaksamakan Surat Guberrur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

i '

Da e 18 Juli 1991 Nomor : 474.4/27841 ten

i 3= <L w'fi : tang Pelaksanaan Pengadaan Kartu Tanda
30 & Penduduk, perlu meninjau kenbali Fora
ope < turan Dacerah Nomor 1 Tahun 1990 tentang

f T m Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabu
Bl P § 8 paten Daerah Tingkat II Magelang Nomor

j Se G n 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarm,Xar

LY e tu Tanda Penduduk dan Perubchan Dolan

oy = ) rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk

f "~ i < ..be bahwa untuk maksud tersebut perlu manga
bk R dakan perubahan yang kedua Peraturan Da
v BB erah Kabupaten Daorah Tingkat II 1Mage

o fa lang Nomor 7 Tahun 1935 tentang Kartu

v Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Poru

bghan dalam rangka pelaksanaan Pendaf-

taran Penduduk,
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Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ,

Undong=undang Nomor 13 “Tahun 1950 jo Pe

raturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Pennentukan Daerah-doerah Kabupa

. ton dalam Lingkungan Propinsi JawaTengan

Undng-unaang Nomor 9/Drt Tahun 1953 ten
tang Perqawasan Orang Asing (LIl Tahun
1953 Nomor Z, Tembahan LN Nomor 463) ;

Un?ang-undang Nomor 9/Drt Tohun 1955 ten
tang Kenenduduken Orang Asing (LN Tahun

1955 Nomor 33) :

Undang - undang Nomor 12/Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

Undang=uncang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa j

Keputvsan Presiden Nomor 52 Tahun 1977

. tentang Pendaftaran Penduduk ;

Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404

Tahun 1977 tentang Penyusunan Peraturan

Daersh Tingvat II tentan% Kartu Keluarga
Kartu Tanda Penduduk dalam rangka Pelak

. sanaan Pendaftaran Penduduk ;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting

kat TI Magelang Nomor 7 Tahun 1985 jo Pe

raturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat

II Yonelang Nomor 1 Tahun 1990 tentang-
Kartn Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan

Jeruvahan dalam rangka pelaksanaan pen

dat'taran Fenduduk,

Dengan Perscetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu

paten Daerah Tingknt II Magelang.

MEMUT[BKAN. ......
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MEMUTUSKAN

Menetupkan : PERATURAN DAERAIl KABUPATEN DAERAII TINCKAT

II MAGELANG TENTANG PERUBAITAIT KEDUA PERATUR

AN DALRAIT 1IOMOR 7 TAIIUN 1987 TENTANG KARTU

KELUARGA , KARTU TAIDA PENDUDUK DAIT PTRUDANAN

DALAM RAUGKA PENDATTARAN PENDUDVK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Magelang lomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu

Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perulahan
dalam rangka penduftaran penduduk yanz tclah

dusyahkan dengan surat Keputusan Gublermur ¥

pala Daerah Tingkat I Jawa Teneoh *flfl""

20 September 1985, Nomor : 188. 3/248/193'
dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabu

paten Daerah Tingkat II Hagelang “omor 7 Ta

hun Serie D yang telah diubah dengan Peratur

an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage .

lang Nomor 1 Tahun 1990 yang telah F‘Sfl*"r

dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Das

rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 IioretG - W

1990 Nomor : 188.3/104/1990 dan diundangkan
dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Daerah Ting

kat II Magelang Tahun 1990 Seric D Nomor 2

dan diubsh lagi sebagai herikut :

A, Pasal 6 ayot (1) ditambah dan dibaca seba
gai berikut :

a., Nomor KTP ,

b. Nama Lengkap ;

¢, Jenis Kelamin ;

d, Tompa?// tanggal lahir :

e, Kawin / tidak kawin :

f. Agamnma

¢z. Pekerjaan j

h Alanmnat;

i. RT / RW 5

j. Desa / Kelurahan ;
k. Kecametan s
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1. Masa Berlakunya ,

m. Golongan darah ,

n. Pas photo den laminagi,

B. Pasal 7 daubah dan Gitacu sebagai berikut :

. ..Fasal 7

(1) Kartu tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas na

maYBupati Kepala Dacrall ,

(2) Satiap Perduauk hanya dapat wemiliki satu Kartu

Tanda Penauduk ,

(3) Kartu Tanca Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3
(tiga) tahun dan berakhirnya disesuaikan dengan

tanggal lanir pemilik Kartu Tanda Penduduk yang

bersangkutan.

C. Diantara Pasal 7 dan $ disisipkan 6 (enam) Pasal ba
ru yaitu Pesael 74 s/d 77 bertunyi sebagai berilmt :

Pésal 74

(1) Kartu Tanda Pendnduk yang melebihi masa berlakunya
dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan untul—

diganti dengan yans baru ,

(2) Kartu Tanda Penduduk yng rusak atau hilang digan
ti dengan yang baru setelah menga jukan/menunjuldzan
bukti kerusakan dari Kepala Desa/%elurahan atau su
rat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

Pasa 7B

(1) Bagi Pendudnk yang berusia 60 (enam puluh) tahun -

keatas dapat 1iberikar kartu tanda penduduk yang

jengka waktu berlakunya seumur hidup ;

(2) Pemberien Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dinalksw

sud ayat (1) Pusoel iri hanya berlaku bagi Varga Ne

gara Indonesiu yang bartempat tinggal tetap :

(3) Pewberian Xartu Tanau Penduduk yang berlaku sewmar
hidup sebagnimana dimakeud Pasal 7B, tidak berlaku

bugi Warge Megara Indonesia yang torlibat langsung

?taupu? tidak langsung dengan Organisasi Terlarang

OT). '
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LANG | Pasal 70A

(1) reputusan sebagaimana dimaksud Pasal 7B Peraturan
Daerah ini tidak berlaku lagi apabila yang bersong

lutan berpindah tempat tinggal/domisili :

(2) Bilamana yang bersangkutan pindah tempat tinggal sc

bagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini, _k";po.da yang
bersangkutan diwvajibkan untuk menggantli Kartu Tanda

Penduduk sesuai tempat tinggalnya yans baru, P

. Pasal 7D
(1) Kepada setiap Warga Negara Asing yanz belum menmi

liki Surat Keterangan Kependudukan ( 8 K K) sebagai

pengganti Kortu Tanda Penduduk dapat diberikan su-

rat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementarz -

( SKKPS) ,

(2) SKKPS sebagaimana dimaksud ayat (1) Paszl ini diter

bitkan oleh Bupati Kepala Daerah $

(3) Kepada - Setiap Orang Asing hanya diberikon satu
: SKPPS. ’

| - Pasal - 7E

(1) Dalam SKKPS sebagaimano dimaksud dalam Pasal 7D Pe

.raturan Daerah ini perlu dicantunkan :

a, Nomor SKKPS' ;

. b, Nama Lengkap ,
c., Jenis Kelamin :

d, Tempalt dan tanggal lahir ;

¢, Kevarga Negaraan :

f. Status Perkawinan ,

¢. Pekerjaan :

h, Alamat Tempat tinggal s

i. Datang dari mana , |

je Tujuan kedatangannya :

k. Jangka Waktu / lama kedatangannya :
1/ Pengilut / anggota keluarganya :
n. Keterangen,
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(2) Warna dasar SKKP® bagi orang Asing dimaksud ayat

(1) Pasal ini odalah merah jambu, terbuat dari ker

tas HVS 70 gran ; -

(3) Bentuk dan ukuran SKKPS dimaksud ayat (1) dan (2)
Pasal ini adalah sebutaimana terlampir pada Peratur

an Daerah ini.

| Pasul 7F

Berdasarken biaya vntuk penerbitan/penggantian baik

Kartu Tenda Penduduk (KTP) maupun surat keterangan Pen

daftaran Pendudua¥FSementara (SKKPS) sebagaimana dimak
sud dalaw Pasel 7, 7A, 7B, 7C; 7D Peraturan Daerah ini

diatur sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Peraturan

‘Daerah ini. - .

D. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Kepada pemohon Kartu Keluarga dikenakan biaya se

besar Rp. 1.200,C) (seribu dua ratus rupiah) ;

(2) Kepada pemohon k:vtn Tanda Penduduk (KTP) dikena

kan biaya sebagai berikut :

a. Bagi warga negara Indonesia sebesar..........

Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah).

b. Bagi warza negai'a asing sebesar Rp. 2.200,00

(dua ribu dua ratus rupiah).

(3) Kepada Pemohon Surat Keterangan Pendaftaran Pen

duduk Sementara-Craag Asing dikenakan biaya Se

besar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

(4) Biayo -— biaya sebagaimena dimaksud ayat (1), (2)

dan (3) Pasul ini disetor ke Kas Daerah sebagani
penerimaan Daerah.

E. Pasal 14 ayat(3' diubah dan ditambah sebagai berikut

(3) Bagi scorang Penduduk yang akan pindah tempat
i tinggal wajib wenyerahkan kembali Surat Keterang

| an Penduduk kepade Kepala Dasa/Kelurahan dan ke

.——— pada Desa// 3lurahan berwenang menarik kembali Su
rau Keternngan Penduduk tersebut ;

& Dipindai dengan CamScanner
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(4) Kepada Penduduk yang akan peindah tempat tinggal,De

sa/Kelurahan wajib memberikan Surat Pengantar Kete

rangan pindah,

Pasal II

Peraturan Dacrah ini berlaku sejak tanggal diun

dangkan.

Agar setiap orang dapat mengetabiinya, memerintahkan pe

ngundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya -

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 1'age

lang.

Kota Mungkid, 27 Pebruari 1992

D.P.R.D | BUPATI KEPALA DARRAE TINGKAT II

KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG

KETUA

ttd tid

— I RAMELAN,. MOHAMAD SOLIHIN

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 29 Mei 1992, Nomor : 188,3/211/1992

An. Sckretaris Wilayah/Dacrah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro llukun

ttd

SARDJITO, S,

NIP. 500 034 373.
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Diundangkan dalaa Lombaran Daerah

Kabupaten Luerah Tingket II Magelang

Nonor 5 Tahun 1992, Tenegal 6 Juni 1992

Seric D ; Tonor 5

Sekretaris Wilavah/Dacrah

t td

Drs. 0% 1 AD I

Penbina Tingkat I

NIP, 500 031 722.

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASARN

ATAS

. PERATURAN DAERAII KABUPATEN DAFRAI TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 1 TAIUN 1992

TENTANG

PERUBAIIAN KEDUA PERATURAN DAERAII

KABUPATEN DAERAN TINGKAT II MACGELANG

NOMOR 7 TANUN 1985 TENTANG KARTU KELUARGA

KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RAIGKA

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK,

I. PENJELASAN UMUM.

Dalan rongka mengewaluasi dan meningkatkan kegsiat
an atas pelaksanaan Pendaftaran Penduduk secarz menye

luruh dan dengan memperhatikan surat Gubermur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Juli 1992 Ilo-
nor 474.4/%7841 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Pendu
duk perlu adanya pengaturan dan penataan penduduk di

Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Untuk mengapai tujuan tersebut diatas, Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang telah nensatur
dengan Peraturan Daerah Nomor:'7 Tahun 1985, yang diun

dangkan pada tanggal 18 Nopember 1985 dan dimuat dalan

Lenbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang-

Womor 7 Tahun 1985, Serie D Nomor 4.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1985 tecsebut te-

1ah mengalami perubahan pertama dengan dikeluarken nya
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 7 Tahun 1985 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tan
da Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pe

laksanaan Pendaftaran Penduduk, yang diundangkan pada

tanggel 17 April 1990 dan dimuat dalan Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat IT Magelang Tahun 1990, Serie

D Nouor 2.

Naimun dalam perkembangan dewasa ini khususnya Yg

berkaitan dengan teknis administrasi pendaftaran pendu

duk, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1990 tersebut dira

sa kurang memadai, sehingga perlu diadakan perubchan.
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Untuk itu Pernturan Doerah ini dimaksudkan eeba

gai Pengganti Peratvnran Dacrah Kabupaten Daerah Ting”

kat II Magelang Nomor I Tahun 1990 tentang Perubahan

Pertama Peraturan Ducian Kebupaten Dacrah Tingkat II

Magelang Nomor 7 Tehwun 1985 tentang Kartu Keluarge,

dan T erubahan dalam rangka PeKartu Tanda Fenduduk

. laksanoan Pendaftoaran Penduduk,

PENJELASAN PASAL DFMI PASAL.

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal F':’E\IQ\‘I\'IO\
11

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat ( 3) : Cukup jelas.

ayat (11).-: Cukup jelas.

ayat (12) Cukup jelas.

ayat (13) : Cukup jelas.

ayat ( 1) : Cukup jelas.

ayat ( 2) .: Biaya dimaksud dalam pasal

' ~pasal ini sudah termasuk

— biaya pas photo dan lamina

ayat ( 3) : Cukup jelas.

ayat ( 4) : OCukup jelas.

ayat ( 3) : Cukup jelas.

————— ===== %$$$s‘\$$$ =:=====,==
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